KEPALA DESA LIPURSARI

KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA LIPURSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIPURSARI,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,
maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Lipursari Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950
Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), _
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2989);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana tclah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
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Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
lentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21  Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan
dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
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dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1424) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
128/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
819);

Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 5
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 4
Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 11
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2021 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 11
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 11);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
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Nomor 65);

32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);

33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018
tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2018 Nomor 49),

34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 68);

35. Peraturan Desa Lipursari Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul
dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lipursari
Tahun 2018 Nomor 2);

36. Peraturan Desa Lipursari Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola
Pemerintah Desa (Lembaran Desa Lipursari Tahun
2016 Nomor 7);

37. Peraturan Desa Lipursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun
2019 - 2024 (Lembaran Desa Lipursari Tahun 2019
Nomor 6 );

38. Peraturan Desa Lipursari Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lipursari Tahun 2022
Nomor 3 ); dan

39. Peraturan Desa Lipursari Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Desa Lipursari Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA LIPURSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa 0
a. semula Rp. 0

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

[ )

b bertambah / (berkurang) Rp. 0
Jumlah PADesa setelah Perubahan Rp. 0

1.2. Translel

Q. semula Rp. 1.437.335.000

b bertambah / (berkurang) Rp. 0
Jumlah  Pendapatan  Transfer  setelah _
Perubahan Rp. 1.437.335.000

1.2. Lain-lain Pendapatan yang sah

a semula Rp. 1.370.000

b. bertambah / (berkurang) Rp. 0
Jumlah  Pendapatan lain-lain  setelah - -
Perubahan Rp. 1.370.000
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.438.705.000

Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula Rp. 519.245.262
b. bertambah / {berkurang) Rp. 7.155.000
Jumlah setelah Perubahan Rp. 526.400.262
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a. semula Rp. 565.127.000
b. bertambah / (berkurang) Rp. 11.060.000
Jumlah setelah Perubahan Rp. 554.067.000
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. semula Rp. 30.332.200
b. bertambah / (berkurang) Rp. 60.000
Jumlah setelah Perubahan Rp. 30.392.200
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
semula Rp. 225.162.000
b. bertambah / {berkurang) Rp. 10.845.000
Jumlah setelah Perubahan Rp. 236.007.000
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana
a. semula Rp. 100.600.000
b. bertambah-/ (berkurang) Rp. 7.000.000
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93.600.000

milah setelah Perubahan Rp.
' : >
Jumlah Belanja sctelah Perubahan Rp. 1.440.466.462
SQurplus ' Defisit setelah perubahan Rp. (1.761.462)

Pembiavaan Desa

Penerimaan Pembiavaan

a. semula Rp. 5.585.664

b. bertambah / (berkurang) Rp. 0

Jumlah setelah perubahan Rp. 5.585.664
3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula Rp. 1.761.462

b. bertambah / (berkurang) Rp. 0

Jumiah setelah perubahan Rp. 1.761.462
Selisth Pembiayaan setelah perubahan(a-b) Rp. 0

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) vang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lipursari.

Ditetapkan di Desa Lipursari
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Diundangkan di Desa Lipursari
Pada tanggal 7 Desember 2023
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